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Diplomatic representative  is a person appointed by a national government to conduct 
official negotiations and maintain political, economic, and social relations with another 
country or countries. In international law, diplomatic representative has immunity and 
privileges that make him Inviolable from the jurisdiction of the Receiving State. This 
study examines the effectiveness of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 
1961 in providing legal protection of diplomats concerning the case of detention of 
Malaysian diplomats in North Korea. In this case, North Korea is taking hostage against 
a Malaysian diplomat so this situation leads to a dispute between two countries. because 
in the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 chapter 29 it is said that a 
diplomat can not be arrested in any form but in fact the Malaysian diplomat is detained 
by North Korean authorities. The method of this research is normative research. 
Normative research is a method that focuses on literature study which focuses on 
positive law study. The results of this study show that the application of the 1961 
Convention on Diplomatic Relations is not effective because North Korea has no good 
faithin the implementation of the Convention. 
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1. PENDAHULUAN 
 Dalam dunia yang makin lama dan 
makin maju ini, pesatnya perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi secara 
global, serta meningkatnya interaksi dan 
interdependensi antarnegara dan 
antarbangsa,menyebabkan meningkat 
pula hubungan internasional yang 
diwarnai dengan kerja sama dalam 
berbagai bidang.
1
 Dalam menjalankan 
sistem pemerintahannya suatu negara 
tidak akan mampu menjalankan sistem 
pemerintahannya sendiri tanpa adanya 
                                                          
1
 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, 
https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/down
load/id/120, diakses pada Kamis 23 Maret 2017. 
bantuan dari negara lain.
2
 Telah menjadi 
bagian dalam kehidupan berbangsa 
bahwa setiap negara di dunia akan 
melakukan hubungan dengan negara 
lain. Hal utama yang menjadi alasannya 
adalah  kepentingan nasional negara itu 
sendiri. Mulanya pelaksanaan serta 
pengakuan kekebalan-kekebalan dan 
dan hak-hak istimewa diplomatik 
berdasarkan kebiasaan praktek yang 
berlangsung antar negara yang 








Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, 






Sejarah telah membuktikan 
bahwa, jauh sebelum bangsa-bangsa 
di dunia mengenal dan menjalankan 
praktek hubungan diplomatik, 
perwakilan diplomatik secara tetap 
seperti yang ada sekarang, di zaman 
India Kuno telah dikenal ketentuan-
ketentuan atau kaidah-kaidah yang 
mengatur hubungan antar raja atau 
pun kerajaan, dimana hukum bangsa-
bangsa pada waktu itu telah 
mengenal pula apa yang dinamakan 
duta.
4
Dalam abad ke 16 dan 17 pada 
waktu pertukaran duta-duta besar 
secara permanen antar negara-negara 
di Eropa, sudah mulai menjadi 
umum kekebalan dan keistimewaan 
diplomatik telah diterima sebagai 
praktek-praktek negara dan bahkan 
telah diterima oleh para ahli hukum 
internasional meskipun jika terbukti 
bahwa seorang duta besar telah 
terlibat dalam komplotan atau 








rangka mempererat hubungan antar 
negara, setiap negara akan 
menempatkan perwakilannya yang 
disebut sebagai diplomat di Negara 
penerimanya. maka tugas dari 
diplomat ini dikemudian hari adalah 
menjaga hubungan baik antar kedua 
negara. Dalam kaitannya dengan 
hubungan antar negara, tentunya 
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yang terjadi adalah perseteruhan 
antara Korea Utara dengan Malaysia 
terkait pembunuhan Kim Jong Nam 
yang merupakan Kakak tiri dari sang 
Pemimpin Korea Utara yaitu Kim 
Jong Un. Persoalan ini kemudian 
berbuntut pada hubungan kurang 
baik antara kedua negara yang 
berujung ke dalam aksi saling balas 
antar kedua negara dalam 
perkembangannya kasus ini 
merembes hingga kearah persoalan 
hubungan diplomatik yang berujung 
pada penahanan Diplomat Malaysia 
di Korea Utara. Dari konvensi ini 
maka dapatlah diasumsikan bahwa 
apa yang dilakukan oleh 
pemerintahan Korea Utara dengan 
melakukan penahanan terhadap para 
diplomat Malaysia telah melanggar 
apa yang ditentukan dalam Konvensi 
ini.sesuai dengan semangat dasarnya 
bahwa tujuan dari adanya hubungan 
diplomatik adalah atas dasar prinsip 
hubungan timbal balik dimana 
masing-masing perwakilan 
diplomatik harus dilindungi dan 
mendapatkan kekebalan hukum, 
maka untuk itu diadakanlah suatu 
ketentuan yang bisa mengikat 
negara-negara diplomat demi 
jaminan keselamatan perwakilan 
negara pengirim melalui sebuah 
perjanjian yang tertuang dalam 
konvensi pada tahun 1961 yang 
secara resmi dinamakan konvensi 
Wina 1961 tentang hubungan 
diplomatik.  
2. METODE 
Jenis Penelitian yang dilakukan adalah 
Penelitian hukum Normatif yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka 
yang merupakan data sekunder, yang 
berfokus pada norma hukum positif 






yaitu Traktat yang berkaitan dengan 
dengan penahanan diplomat Malaysia di 
Korea Utara yang merupakan 
pelanggaran hak-hak kekebalan menurut 
hukum diplomatik. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Bapak Chilman Arisman dari 
Direktorat Jenderal Hukum dan 
Perjanjian Internasional Kementerian 
Luar Negeri  pada tanggal 25 
September 2017 Pukul 15:40 WIB 
Via Telepon, didapatkan hasil bahwa 
menurut beliau kasus yang terjadi 
antara Korea Utara dengan Malaysia 
dalam kasus pembunuhan saudara 
tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, 
dikarenakan locus delicti (tempat 
kejadian perkara) tersebut terjadi di 
Malaysia maka dengan undang-
undangnya khusus hukum pidana 




tersebut membuat semua pelaku 
pembunuhan ditangkap dan akibat 
dari penahanan pelaku pembunuhan 
oleh Malaysia maka Korea Utara 
mengambil tindakan balasan yaitu 
dengan menyandera warga negara 
Malaysia yang ada di Korea Utara 
termasuk staff diplomatik Malaysia. 
Dalam hal ini berkaitan dengan 
penahan diplomat Malaysia, pada 
dasarnya hal ini sangatlah tidak 
sesuai dengan prinsip hukum 
internasional dimana seorang 
diplomat mempunyai hak kekebalan 
dan keistimewaan yang tertuang 
dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 
tentang hubungan diplomatik yang 
menyatakan sebagai berikut :   
                                                          
8
Wawancara dengan bapak Chilman Arisman dari 
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian 
InternasionalKementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia. 
 “The person of a diplomatic agent 
shall be inviolable. He shall not be 
liable to any form of arrest or 
detention. The receiving State shall 
treat him with due respect and shall 
take all appropriate steps to prevent 
any attack on his person, freedom or 
dignity.”9 bahkan dalam Pasal 39 
ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang 
menyatakan bahwa :”Every person 
entitled to privileges and immunities 
shall enjoy them from the moment he 
enters the territory of the receiving 
State on proceeding to take up his 
post or, if already in its territory, 
from the moment when his 
appointment is notified to the 
Ministry for Foreign Affairs or such 
other ministry as may be agreed.”10 
Dari Konvensi ini maka dapatlah 
diasumsikan bahwa apa yang 
dilakukan oleh pemerintahan Korea 
Utara dengan melakukan penahanan 
terhadap para diplomat Malaysia 
telah melanggar apa yang ditentukan 
dalam Konvensi. Dalam hal ini korea 
utara juga menahan 2 orang yang 
berkewarganegaraan Malaysia yang 
bekerja untuk WFP(world food 
programme), padahal sesuai dengan 
ketentuan konvensi tentang 
Pencegahan dan Hukuman Kejahatan 
Internasional terhadap Orang Yang 
Dilindungi, termasuk 
Agen Diplomatik tahun 1973 dalam 
Pasal 1 bagian b yang menyatakan 
bahwa :“  (b) Any representative or 
official of a State or any official or 
other agent of an international 
organization of an intergovernmental 
character who, at the time when and 
in the place where a crime against 
                                                          
9
 United Nations, Vienna Convention on 
Diplomatic Relations 1961, Pasal 29. 
10
 United Nations, Vienna Convention on 






him, his official premises, his private 
accommodation or his means of 
transport is committed, is entitled 
pursuant to international law to 
special protection from any attack on 
his person, freedom or dignity, as 
well as members of his family 
forming part of his household.”11 
Berdasarkan wawancara yang 
dilakukan, bapak Chilman 
mengatakan bahwa peristiwa yang 
sama terjadi juga pada tahun 1979 
dimana penyanderaan staff Kedutaan 
Amerika yang ada di Teheran setelah 
Mohammad RezaPahlavi 





4. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pembahasan maka 
ditarik kesimpulan  bahwa penerapan 
Konvensi Wina 1961 tentang 
hubungan diplomatik dalam 
perlindungan hukum terhadap 
diplomat Malaysia di Korea Utara 
tidaklah efektif. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya itikad yang kurang 
baik dari Pemerintah Korea Utara 
dengan menahan diplomat 
Malaysia.Padahal pada dasarnya 
sesuai dengan ketentuan hukum 
internasional yang berlaku 
Pemerintah Korea Utara harus 
menghormati kekebalan hukum yang 
dimiliki oleh setiap diplomat negara 
pengirim. Dalam hal ini Korea Utara 
gagal dalam menjalankan Pasal 29 
karena menahan diplomat Malaysia. 
karena dalam Pasal 29 Konvensi 
Wina 1961 tentang hubungan 
diplomatik dikatakan bahwa pejabat 
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 United Nations, Convention on the Prevention 
and Punishment of Crimes against Internationally 




diplomatik tidak dapat diganggu 
gugat dan tidak dapat ditahan dalam 
bentuk apapun. Negara Penerima 
harus memperlakukan diplomat 
secara khusus bahkan harus 
mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk melindungi 
diplomat. Penangkapan dan 
penahanan diplomat Malaysia oleh 
Korea Utara tidak sejalan dengan 
Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 
yang mengatur tentang kekebalan 
yurisdiksi diplomat di Negara 
Penerima yang mengatakan bahwa 
diplomat Negara Pengirim harus 
dihormati dan diperlakukan baik oleh 
Negara Penerima sejak dia 
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